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KAB. CIREBON - Keterbukaan informasi yang selama ini digaungkan, memiliki
pro kontra di masyarakat. Pasalnya, tidak sedikit informasi yang seharusnya
merupakan konsumsi internal pemerintah, bocor ke masyarakat yang akhirnya
menimbulkan polemik berkepanjangan.

Atas dasar itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Komunikasi dan
Informatika menggelar Focus Group Discussion (FGD) Standar Operasional
Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik dan Uji Konsekuensi Informasi yang
Dikecualikan di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, Rabu (22/6/2022) di
Apita Hotel Kedawung, Kabupaten Cirebon. Hadir sebagai narasumber
perwakilan Inspektorat Kabupaten Cirebon, serta Kepolisian Resort Kota Cirebon.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Drs. H. Rahmat Sutrisno M.Si yang
membuka kegiatan ini mengatakan, semangat keterbukaan informasi ini
merupakan instruksi langsung dari Presiden. Oleh karena itu, pemerintah daerah
harus berupaya mengikuti arahan tersebut.

"Kita ambil contoh keterbukaan informasi terkait pelayanan perizinan. Misalkan,
ada pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB), maka harus terbuka juga secara
tegas siapa, lokasinya dimana, dan untuk keperluan apa. Jika memang pemohon
bertanya, maka kita sebagai pelayanan wajib juga memberikan informasi
mengenai lama waktu prosesnya, jika ada yang kurang apa saja dokumen
kekurangannya. Itu salah satu bentuk keterbukaan informasi yang kini
digaungkan," ujar Rahmat.

Dikatakan Rahmat juga, dalam segi informasi lainnya, diperlukan SOP yang
harus dilakukan. Baik itu pemohon informasi, maupun yang dimohonkan harus
mengikuti SOP tersebut.

"Maka dari itu, kita berharap kegiatan ini dapat menghasilkan satu pemahaman,
agar kedepan tidak ada lagi salah persepsi tentang apa yang harus disampaikan
dan apa yang tidak boleh disampaikan," tambahnya.

Di tempat yang sama, Kadiskominfo Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan
S.STP M.Si mengaku tujuan kegiatan ini adalah untuk menyamakan persepsi
tentang penyampaian informasi dari pemerintah daerah kepada masyarakat.
Terutama bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), SOP ini
akan lebih bisa menerangkan cara penyampaian informasi itu sendiri.

"Masalahnya selama ini, tidak jarang ada informasi yang disampaikan itu
digunakan untuk hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Makanya,
dengan adanya SOP, kawan-kawan bisa secara tegas menanyakan kepada
pemohon informasi mengenai data diri, jika mewakili sebuah intitusi, bisa ditanya
legalitasnya. Itu tujuan dibuatnya SOP ini," terang Nanan.

Disamping itu, Nanan juga mengungkapkan kegiatan ini sekaligus sebagai
evaluasi bagi perangkat daerah dalam hal penyampaian informasi. "Diharapkan,
PPID di lapangan bisa meningkatkan pelayanan penyampaian informasi kepada
masyarakat," tutupnya. (Bekti)


